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PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
REPUBLIK INDONESIA
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TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN GAJI ATAU UPAH DAN HAK KEUANGAN LAINNYA
BAGI ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Presiden Nomor 49 Tahun 2020 tentang Gaji atau Upah dan
Hak Keuangan Lainnya bagi Anggota Badan Pelaksana dan
Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji,
perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji
tentang Tata Cara Pembayaran Gaji atau Upah dan Hak
Keuangan Lainnya bagi Anggota Badan Pelaksana dan

Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara
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Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);

3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang
Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);

4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2020 tentang Gaji
atau Upah dan Hak Keuangan Lainnya bagi Anggota
Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan
Pengelola (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 85);

MEMUTUSKAN
PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN GAJI ATAU UPAH DAN
HAK KEUANGAN LAINNYA BAGI ANGGOTA BADAN
PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN
PENGELOLA KEUANGAN HAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengelola yang selanjutnya disingkat BPKH adalah
lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.

2. Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang melaksanakan
perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban
dan pelaporan Keuangan Haji.

3. Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi
perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban

dan pelaporan terhadap pengelolaan Keuangan Haji.
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BAB II
PENGHASILAN

Pasal 2

Anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas
memperoleh penghasilan sesuai dengan tanggung jawab
serta tuntutan profesionalisme yang diperlukan dalam
menjalankan tugas di dalam BPKH.

Penetapan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan tingkat kewajaran
yang Dberlaku dengan mempertimbangkan faktor
pengelolaan dana, aset, kondisi dan kemampuan
keuangan BPKH, tingkat inflasi, dan faktor lain yang
relevan.

Faktor lain yang relevan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan faktor yang berlaku umum untuk
menentukan tingkat penghasilan pada lembaga sejenis
atau lembaga yang mengelola dana atau memikul
tanggung jawab dan beban kerja setara dengan tugas dan

fungsi BPKH.

Pasal 3
Penghasilan anggota Badan Pelaksana dan anggota
Dewan Pengawas terdiri dari:
a. gaji atau upah; dan
b. hak keuangan lainnya.
Besaran gaji atau upah dan hak keuangan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2020
tentang Gaji atau Upah dan Hak Keuangan Lainnya bagi
anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas

Badan Pengelola Keuangan Haji.

Pasal 4

Gaji atau upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf a diberikan kepada Kepala Badan Pelaksana, anggota

Badan Pelaksana, Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan



